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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 21 TAHUN 2013 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN JASA PENYEDIAAN KONTEN 

PADA JARINGAN BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP LOKAL 
TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 
: 

a. bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi dan 
internet yang semakin konvergen telah menimbulkan 
beragam jenis  jasa layanan baru yang salah satunya 
adalah jasa penyediaan konten pada  jaringan  
bergerak  seluler  dan  jaringan  tetap  lokal  tanpa 
kabel dengan mobilitas terbatas; 

 b. bahwa  dalam  penyelenggaraan  jasa  penyediaan  
konten  pada jaringan  bergerak  seluler  dan  
jaringan  tetap  lokal  tanpa kabel dengan mobilitas  
terbatas  diperlukan  pengaturan agar tercipta iklim 
usaha yang dapat mendorong pertumbuhan industri 
kreatif dalam negeri   di tengah iklim usaha global; 

 c. bahwa  penyelenggaraan  jasa  penyediaan  konten  
pada  jaringan bergerak  seluler  dan  jaringan  tetap  
lokal tanpa  kabel  dengan mobilitas  terbatas 
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berpotensi bersinggungan dengan  privasi pengguna 
jaringan; 

 d. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi  dan Informatika 
Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 tentang  
Penyelenggaran  Jasa  Pesan  Premium dan  
Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging 
Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast) 
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat 
sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri yang 
baru; 

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf  b, huruf c, dan 
huruf d, perlu  menetapkan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika tentang  
Penyelenggaraan Jasa  Penyediaan  Konten  pada  
Jaringan  Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal 
Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran   Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3821); 

 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 
2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran   Negara  
Republik  Indonesia Nomor 4220); 

 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran   Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4843) 

 5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun  2008 tentang 
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 
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 6. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4298);  

 7. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Jenis dan Tarif  Atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen 
Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia 
Nomor 4974)  sebagaimana telah diubah  dengan  
Peraturan  Pemerintah  Nomor  76  Tahun  2010 
tentang Perubahan atas Peraturan  Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  
Jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku 
Pada Departemen Komunikasi dan Informatika  
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2010 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5171); 

 8. 

 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 
2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara; 

 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
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Komunikasi dan Informatika Nomor 
31/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Perubahan 
Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Telekomunikasi; 

 
 

11. Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 10/PER/M.KOMINFO/3/2007 tentang 
Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi; 

 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang 
Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali  diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor: 
36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan 
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia; 

 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika      
Nomor: 01 / PER / M.KOMINFO / 01 / 2010  
tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 

 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi 
dan Informatika; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan    :  PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA TENTANG  PENYELENGGARAAN 
JASA PENYEDIAAN  KONTEN PADA JARINGAN 
BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP 
LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS 
TERBATAS. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten adalah bagian dari jasa 

multimedia yang penyelenggaraannya dilakukan melalui jaringan 
bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan 
mobilitas terbatas. 
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2. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten adalah pihak yang 
menyelenggarakan jasa penyediaan konten dan bertanggungjawab 
atas konten yang disediakannya. 

3. Konten adalah  semua  bentuk  informasi  yang  dapat  berupa  
tulisan,  gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya 
dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh 
(download).   

4. Pengguna  adalah  orang  yang  menggunakan  jasa  layanan  
penyediaan  konten secara berlangganan atau pun tidak. 

5. Pelanggan  adalah  pengguna  jasa  layanan penyediaan konten secara 
berlangganan. 

6. Pusat  Kontak  Layanan  (Contact  Center)  adalah  pusat  kontak  
untuk  melayani pengaduan dan/atau pertanyaan 
pengguna/pelanggan. 

7. Tarif Premium adalah tarif yang besarannya lebih tinggi dari tarif 
normal. 

8. Tarif    Normal    adalah     tarif  yang  besarannya   sama  dengan 
tarif penyelenggaraan jasa SMS biasa. 

9. Deposit  Prabayar  adalah  jumlah  saldo  yang  dimiliki  oleh  
pengguna  jaringan telekomunikasi  prabayar  yang  tercatat 
dalam sistem  milik  penyelenggara jaringan. 

10. Pendapatan Kotor adalah seluruh pendapatan penyelenggaraan 
telekomunikasi yang didapat dari setiap kegiatan usaha yang   berkaitan 
dengan  izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimilikinya. 

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

12. Direktur  Jenderal   adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas 
dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi. 

BAB II 

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Penyelenggaraan Jasa 

Penyediaan  Konten  yang  pembebanan  biayanya  melalui  
pengurangan  deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar 
pelanggan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa 
kabel dengan mobilitas terbatas. 

(2) Penyelenggaraan penyediaan  konten  yang  pembebanan  biayanya  
tidak  melalui  pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon 
pascabayar akan diatur dalam peraturan menteri tersendiri apabila 
diperlukan sesuai situasi  yang berkembang. 

(3) Penyelenggara jaringan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini 
merupakan penyelenggara jaringan bergerak seluler dan jaringan 
tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. 
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